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ABSTRAK
AkaI merupakan anugerah yang sangat penting yang diberikan
Atiah kepada manusia. Dengan akal, manusia dapat menangkap pesan-
pesan Allah melewati redaksi wahyu-Nya dalam al-Quran, sehingga
maksud-makud Hukum (Maqashid. al-Syariah) yang terkandung di
dalamnya dapat ketahui dan diwujudkan dalam kehidupan. Namun,
penggunaan akal dalam wilayah kerja hukum, apalagi sampai
menentukan atau menetapkan suatu hukum, menjadi perdebatan
panjang semenjak Rasulullah saw. wafat. Hal ini dapat dilihat dalam
ijtihadnya para imam mujtahid yang menggunakan akal dalam porsi
yang berbeda. Ada yang menggunakannya begitu besar, dan ada pula
dalam porsi yang sangat kecil. Namun mereka sepakat bahwa sumber
ketiga hukum Islam adalah akal (ol-Rc ')T r) dalam formulasi ijtihad
Secara umum wilayah hukum itu dapat dibedakan dalam bentuk
at-Ta'abbud dan at-Ta'aqqul. Yang penama wilayah hukum yang
menjadi hak Allah (haqqullah). Yang kedua adalah menjadi hak Insan
(haqqul lb6.d,tinsan) untul memikirkannya. Pada wilayah yang
disebutkan terakhir inilah menjadi kewenangan akal
Kata-kata kunci : Hukum Islam , o;t-Trr' obbud darr a:t'Ta' aqqul
alat untuk memalami hukum 1'ang
dikandung dalam ajaran Islam, dan
bahkan hukum akan diberlakukan
hanya kepada orang yarrg berakal.
Karena itu dalam sebuah hadis
dinyatakan "Agama itu akol, tidak
ada agama bagi orong yang tidak
mempunyaiakaL"
A. Pendahuluan
Dalam gelanggang sejarah
peradaban manusia ada 2 kekuatan
yang saling menopang, dan kadang
saling mendominasi satu sama lain,
yaitu agama dan akal. Akal
menempati kedudukan penting
dalam Islam, karena ia merupakan
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Perhatian Islam yang begitu
besar terhadap akal dapat dijumpai
dalam beberapa redal<si ayat yang
memerintahkan manusia untuk
berpikir, sebagaimana tersebut
dalam alQuran: i 
-u; 
-<t't (ogar kamu
mengertfi, J,.tli F-.'' (agar mereka
mengambil pelajaran), i )l.E 
€n
(ogor knmu memikikatnya), :ru; :rii
(tidakkah kamu mengerti) dan
ungkapan-ungkapan yang hampir
senada yang menunjukkan bahwa al-
Quran memberi perhatian khuzus
terhadap penggunaan akal. Ini
artinya akal merupakan bagian yang
sangat penting dalam kehidupan
manusia, ia menjadi pembeda di
antara makhluk lainnya di dunia ini.
Dengan akal yang sehat,
manusia dapat membangun
kehidupannya secara berbudaya.
Manusia dapat mengelola dan
memanfaatkan sumber daya alam di
sekitamya untuk kemaknuran dan
kemudahan hidupnya. Di samping
itu pula, manusia dapat berdialog
dan saling nrkar informasi atau
pengetahuan secara baik dengan
akal. Xarena itu syariat Islam yang
menghendaki kemaslahatan
duniawi dan ukhrawi mewajibkan
setiap insan untr.rk melindungi dan
memelihara kesehatan akalnya.
Aspek pemeliharaan akal ini
menempati urutan penting setelah
jiwa dan agama dalam deretan cl-
dlaruriyyaru al-khamsah (5 hal
pokok yang harus dipelihara).
Dengan akal yang sehat manusia
dapat mencerna, memahami
maqoshid os-Syorioh atau malaud
adanya hukum bagi kehidupan
manusia, yaitu untuk kemaslahatan
hidup manusia di dunia dan akhirat
(Muhammad Sfah, 1999:65).
Namun yang menjadi persoalan
adalah apakah akal juga memasuki
wilayah kerja qrariat? Yakni terlibat
juga dalam menetapkan hukum.
Sementara dalam Islam yang
menjadi sumber hukum itu hanya
dua, yaitu al-Qumn dan al-Hadis.
IGbanyakan para imam mujtahid
menempatkan akal dengan konsep
ijtihad pada posisi ketiga sesudah
hadis. Walau ada sebagian mujtahid
lain tidak mengakuinya dengan
alasan bahwa wahyu al-Quran sudah
cukup sempuma dengan hadis
sebagai penjelasnya. Persoaian inilah
yang dicoba diangkat dalam ruiisan
ini dengan rumusan sampai di mana
kewenangan ala.l dalam memahami
hukum syariat, apakah hanya
sekedar memahami atau jusmr
sampai ke tingkat menetapkan
hukum?
B. Fungsi Akal terhadap
syariat
Masalah penggunaan akal dalam
menentukan suatu hukum sudah
lama diperbincangkan, dan bahkan
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diperdebatkan oleh para ulama, baik
ulama ushuliyyin maupun
mutakallimin dengan porsi
penggunaan yang berbeda-beda. Di
kalangan Mu' tazilah misalnya, akal
diberi porsi yang sangat ksar
dibanding aliran-aliran lainnya
dalam teologi Islam (Harun,
1986:79), sementara di antara imam
mazhab fikih, Imam Hanafi lebih
banyak menggunakan rasio (akal) 1.
daripada hadis sehingga kelompok
terakhir ini dikenal dengan sebutan
ohlu ra'yi, sebagai perbandingan
dari kelompok aftlu al-hadis, yaitu
sebuun bagi mereka yang lebih
banyak menggunakan hadis dari
pada akal (As-Sayis, 2003: I 1.1).
Fola pembagian ini adalah hanya
sekedar Hasifikasi untuk penamaan.
Sebab pada kenyataarurya, ahlu rc'l
tidak berarti sama s ekali
mengabaikan hadis, dan sebaliknya,
ahlu al-hadrs tidakberarti sama sekali
meninggalkan ra I (akal). Namun
dari dua pola ini dapat dilihat
munculnya metode-metode yang 2.
berbeda dalam isanbath hukum
namun tetap bertitik tolak dari
formulasi ijtihad Muadz.
Dalam sejarah bisa dilihat
bagaimana flukuasi dan intensitas
penggunaan wahyu dan akal oleh
para mujtahid (imam mazhab),
misalnya:
Keterangan Gambar:
Lingkaran yang paling dalam
mempakan kelomPok yang
paling sedikit menggunakan
ro 'l-nya. Prinsip yang mereka
gunakan dalam pengambilan
hukum tidak membenarkan
penggunaan akal. Kaidah
mereka adalah: La ra'ya fi al-
din, rasio tidak ada tempat
dalam agama. Mazhab ini
dianut oleh Imam Dawud
Zhahiri, namun disadari atau
tidak sesungguhnya mazhab
ini juga menggunakan rasio,
hanya intensitasnya saja yang
sangat sedikit;
Lingkaran yang kedua
merupakan mazhab yang
menggunakan rasionya lebih
intens dibandingkan dengan
kelompok pertama. Mazhab ini
dipelopori oleh Imam Ahmad
ibn Hambal. Doktrin mereka
menyatakan bahwa hadis dharl
harus diperioritaskan daripada
rasio;
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3. Lingkaran ketiga adalah
dipelopori oleh Imam Malik.
Doktrinnya menyatakan
b ahwa rasio harus
diperhatikan guna
pertimbangan kemaslahatan.
Kaidah me reka adalah
moshalih al-mursalah;
4. Lingkaran keempat adalah
mazhab Syafi'i yang
dipelopori beliau sendiri.
Dalam proses pengambilan
hukum, mazhab ini lebih
banyak menggunakan analogi
atau qiyos;
5. Lingkaran kelima adalah
mazhab yang frekwensi
penSgunaan akal lebih banyak
daripada hadis. Mazhab ini
dipelopori oleh Imam Hanafi
(Ali Yafi, 1993 :7 -2O').
Penjelasan di atas
menunjukkan beragamnya
intensitas penggunaan akal oleh
para ulama dalam menetapkan
suatu hukum. Al-Syathibi, salah
seorang al i ushul di Granad4
mengakui besarnya peranan akal
dalam memahami dalil-dalil
syariat. Dalam hal ini ia
menetapkan tiga macam dalil, satu
di antaranya ialah dalil akal,
sedang dua lainnya adalah dalil
adat (a'diyat) dan dalil teks al-
Quran dan al-Sunnah yang disebut
dengan dalil sam'ryot Kedua dalil
yang disebutkan pertama
disejaj arkan olehnya, dan dibagi
menjadi; wajib, mustahil dan jaiz(boleh). Perbedaan antara
keduanya ialah dalil akal bersifat
teoritis sedang dalil adat dapat
bersifat empirik, namun kedua-
duanya bersifat rasional.
Keabsahan dalil akal diuji dari segi
benar dan tidal<nya, sedaag dalil
adat diuji dari segi kenyataan dan
ketidaknyataan (Hamka Haq,
2O0O:124).
Selanjutnya as - Syathibi
menyebutkan bahwa hukum akal
dapat memb awa kepada
kepastiaq sebagaimana dalil-dalil
syariat yang tercanfi,rm dalam al-
Quran dan al-Hadis, jika
terumuskan di atas landasan dalil-
dalil tersebut. Kedua sumber
tersebutjuga tidak dapat mencapai
derajat kepastian jika masing-
masing berdiri sendiri secara
parsial. Dengan demikian, baik
dalil tektual syariat maupun dalil
akal akan mencapai kepastian (ke-
qcth'ly-annya) masing-masingjika satu sama lain saling
menopang. Akal tidak dapat
menjadi dalil syariat secara
mandiri, karena betapapun besar
kemampuannya, akal tidak akan
dapat berfungsi sebagai dalil yang
mencipta syariat. (ol-'oqlu lays bi
syari') (Hamka Haq, 2000:125).
Oleh karena itulah, pada
hakikatnya yang menjadi
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pendorong ditetapkannya suatu
hukum syara' ialah mencari
kemanfaatan dan menolak
kemudharatan bagi manusia.
Pendorong inilah yang menjadi
tujuan dalam menetapkan hukum,
yang lazim disebut dengan hikmdh
suatu hukum (Mukhyar Yahya dan
Fatchurrahman,l9S6:83).
Hikmah pada beberapa hukum
dapat berupa perkara yang samar,
dapat pula berupa perkara yang
dikira-kira, dan dapat pula perkara
yang sudah jelas. Hikmah yang
berupa sudah jelas ini oleh para
ulama ushul disebut illat (Chaerul
Uman, dkk.2000:105-115). Ilct
inilah yang dijadikan dasar
pembinaan dan penelitian ada
atau tidaknya suatu hukum. Ini
berarti bahwa syariat itu ada bila
illat-nya ada dan syariat itu tidak
ada kalau illat-nya juga tidak ada.
Hal ini sejalan dengan kaedah
ushul yang berbunl:
\ \,t-e j>r> 1,!r g rt+ $J.t
Di kalangan ahli ushul ada
yang membedakan antara illat
dengan sebab. Jika hubungan illat
dengan hukum dapat dipikirkan
oleh akal, maka dinamai illat dan
sekaligus sebab. Jika tidat dapat
dipikirkan oleh akal, maka
dinamakan sebab. Namun
keduanya sama-sama dapat
dijadikan sebagai dasar untuk
membina atau menetapkan
hukum. (Mukhtar Yahya dan
Fatchurrahman, 1 986 :86)
Terlepas dari adanya
pandangan yang membedakan
antara keduanya sebagaimana di
atas, yang jelas bahwa setiap
hukum pasti ada illot-nya atau
sebabnya. Illat atau sebab tersebut
bisa dalam bentuk yang daPat
dipikirkan atau diketahui oleh akal
dan bisa pula berbentuk sesuatu
yang tidak dapat dipikirkan oleh
akal manusia.
Berdasarkan adanya
pembedaan bentuk illot atau sebab
inilah, ulama ushul fiqh membagi
hukum Islam kepada dua bagian
yaitu, hukum Islam yang bersifat
ot-7h'cbbud dan hukum Islam yang
bersifat at-?h'aqqul atar Ma'qul
Ma'nc (Mukhtar Yahya dan
Fatchurrahman, 1 986: 86). Hukum
Islam yang bersifat ct-ta'abbud
adalah hukum yang illat-nya
hanya diketahui oleh Allah sendiri,
dan tidak ada jalan untuk
mengetahui illat tersebut. Adapun
hukum Islam yang bersifat ot-
Ta'aqqul ialah hukum yang illat-
nya tidak khusus hanya diketahui
oleh Allah saja, tetapi Allah
memberi petunjuk akal untuk
mengetahui illat-nya (Abu Zahrah:
1958:233).
Dari aspek lain, as-Syathibi
menjelaskan bahwa untuk
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kemaslahatan hidup di dunia,
syari'at dibangun atas dua hal
yains, pertama, kewajiban hamba
bersyukur atas nikmat yang
diberikan Allah, kedua, peluang
untuk merasakan kelezatan dari
segala nikmat itu. Baginya,
bersyukur atas nikmat Allah
berarti memanfaatkan segala apa
yang dinikmati Allah sesuai dengn
keridhaan-Nya selaku sumber
nikmat. Kesyrkuran atas nikmat
itu adalah hak Allah atas manusia,
sedangkan hak manusia dari
kesyukuran itu ialah kehidupan
sejahtera dan makmur di dunia,
pahala di akhirat dan kebebasan
dari silsa neraka (Hamka Haq,
2OOO:137).
Dalam rangka realisasi
kewajiban bersyukul dan hak
untuk mendapatkan kenikmatan
itulah yang selanjutnya
melahirkan apa yang disebut
ibadat dan adat (muamalat).
Ibadat karena merupakan hak
Allah atas manusia maka
kandungan maknanya menjadi
hak Allah. Oleh karena itu, akal
tidak diberikan kewenangan untuk
menikmatinya. Dengan demikian
hukum pada bidang ini bersifat
ta'abbud. Sedangkan ad at
(muamalat) karena merupakan
hak hamba atas kenikmatan yang
diberikan oleh Allah, maka untuk
mengetahui dan memikirkan
kandungan maknanya menjadi
hak manusia. Dengan demikian
hukum pada masalah ini bersifat
ta'aqqul.
C. Hukum yang Bersifat
Ta' abb ud, d,an Ta' aqqul
1. Hukum yang bersifat
tdobbuiL
Kata talobbud. adalah bentuk
mosdnr dalri fil n:obboda yang
berarti tanassuk dan nznllul, yatru
tunduk dan mengabdi (Ibn Maruul
tt:2778). Kata nlobbud makudnya
adalah hukum yang menuntut
ketaatan dan kepatuhan secara
mudak dari setiap mukallaf untuk
melakanakan ibadah kepada Tirhan.
Oleh karena itu, menurut TM. Hasbi
As-Shiddiqy hukum ini wajib diikuti
dengan tidak perlu menyelidiki
malma dan maksudnya (As-Shiddiry
1993:22)
Diperlukannya ketundukkan,
ketaatan dan keparuhan ini bukan
kare n a d il ara ng untuk
mempertanyakan dan menelusuri
dasar ketetapan hukum tersebut,
tetapi disebabkan nash-nash yang
merujuk terhadap adanya hukum-
hukum tersebut tidak disertai
dengan i//at atau sebab yang jelas,
dan akal tidak dapat dengan pasti
mengetahui apa yang menjadi illat
xau sebab Oleh karena
itu, menurut Dr. H. Hamka Haq,
ibadat karena bersifat to'abbud
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mumi, atau yang berhubungan
dengan ibadah mahdnh (7OU/o),
terutama materi ibadah yang makna
(ide dan konsep) yang terkandung di
dalamnya tak dapat dinalaq maka
manusia harus menerima apa saja
yang telah ditetapkan s5rari'at. Dan
kalaupun dibolehkan untuk dinalar
dengan akal, hanyalah yang
menyangkut pelaksanaannya.
Aninya, jika hukum apa saja yang
akal pikiran tidak mampu
mengetahui atau menalarnya
dengan pasti tentang apa yanS
menjadi illat atau sebab
maka ia merupakan hukum yang
bersifat ta'aDbud.
Pelaksanaan ibadat yang
berbeda dari tata cara yang
ditentukan oleh qrari'at bukan lagi
ibadat. Batasan-batasan syari'at
menyangkut hahorah dan shalct
misalnya, mudak ditaati tanpa lebih
dahulu memikirkan mengapa
caranya demikian dan mengapa
diperintahkan. Akal tak boleh
mempe rs o alkan mengap a
tayammum yang menurut
pandangan mata tidak mengandung
arti kebersihan, dapat menjadi
pengganti wudhu dan mandi untuk
bersuci. Namtm hal yang dapat
dipahami dari soal ibadat hanyalah
kepatuhan pada perintah Allah,
merendahkan diri kepada-Nya dan
mengagungkan-Nya. Kepatuhan
inrlah yang menjadi illat (couse) bagi
diperintahkannya suatu ibadat, tidak
lebih dan tidak kurang dari itu
(HamkaHaq,20OO:137).
Ditinjau dari segi kemaslahatan,
maka kewajiban yang diberikan
Allah Swt, kepada hamba-Nya
mengandung kemasiahatan, baik
perorangan maupun bagi
masfarakat. Dilihat dari segi apakah
kemaslahatan suaft beban iru
khusus hanya dirasakan oleh
perorangan atau umum oleh
masyarakat, maka beban itu ada
yang menj ad i hak hamba
(haqqul'ibad) dan ada yang menjadi
hak Allah (haqqullah) atau hak
masyarakat (haqqul mujtoma)
(Mukhur Yahya dan FathurrahmarL
1986;362).
Dalam hal ini, as-Syathibi
membagi hak tersebut menjadi tiga
macam, yaitu:
1. Ferbuatan yang di dalamnya
terdapat hak Allah semat4 yang
dengan sendirinya bersifat
tahbbud mumi, yaitu semua
ibadat
2. Ferbuatan yang di dalamnya
terdapat hak Allah dan hak
hamba bersama-s:uruL namun
bobot hak Allah lebih besar
Misalnya, soal pemeliharaan
jiwa; meskipun kelangsungan
hidup merupakan hak asasi
manusia, hak tersebut
sebenamya berada di tangan
Allah, sehingga tak seorangpun
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yang dibolehkan syari'at untuk
menghilangkan hak hidupnya
dengan bunuh diri atau
menyerahkan dirinya untuk
dibunuh.
3. Ferbuatan yang di dalamnya
terdapat hak hamba dan hak
Allah, namun bobot peranannya
untuk me mah am i arti
kemaslahatan yang
dikandungnya (lihat Hamka
Haq. 2000:143). Misalnya
.Tarimoh (pidana) qrshash bagi
orang yang membunuh dengan
sengaja, jaimah qishash ini
ditinjau dari segi bahwa ia
mengandung pemeliharaan atas
kemaslahatan Ua$ masyaratat
Karena itu menjadi hak Allah.
Sedarg jika ditinjau dari segi
bahwa ia dapat memadamkan
api kemarahan dan mengobati
hati yang hendak menuntut
balas, ia merupakan kemaslahat-
an bagi perseorangan, karena itu
ia hak orang yang terkena
musibah. ekan tetapi, segi yang
terakhir inilah yang lebih kuat.
Oleh karena itu, si pembunuh
tidak dijaruhi hukuman qishash
kalau tidak dituntut oleh wali si
kurban. Si wali dapat
melalsanakan haknya dan dapat
pula mengampuni sama sekali
kepada pembunuhnya (Mukhtar
Yahya dan Eathurr:ahman 1986;
s6n.
Selain tiga macam hak di atas,
ada pula ulama yang menambah-
kan satu lagi hah yakni hak hamba
yang murni mencakup hak-hak
kebendaan dan hak-hak yang
berkaitan dengan kebendaan,
misalnya menerima ganti rugi
sesuatu barang yang dirusak,
menerima harga barang yang
dijual dan lain-lain (Mukhtar
Yahya dan Fathurrahman, 1986:
367). Dari gambaran tentang
hukum yang bersifat tc'abbud di
atas dapat dilihat bahwa bidang
ibadah, syari'at datang berfungsi
sebagai pembentuk dan pencipta
hukum (mubtcdi dan munsyi).
Fungsi ini melekat pada hukum
yang bersifat ta'cbbud karena tidak
adanya bagi akal untuk
menentukan hukum perbuatan
ibadat sebelum datangnya syari'at.
Sebelum datangnya syari'at Islam,
orang dibolehkan ha nya
berpegang pada syari'at-syari'at
terdahulu dalam melaksanakan
ibadat, dan sesudah datangnya
syari'at Islam tidak boleh lagi
menempuh cara beribadat selain
yang telah digariskan oleh Islam
(Hamka Haq, 2000:140).
Dengan demikian, di sini akal
tidak diberikan peran karena hak
pembebanan hukum merupakan
hak Allah, olehnya segala hukum
dalam bentuk ibadat ini bersifat
talobbuil
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2. Hukum yang bersifat
tdaqqul
Kata al-ta'aqqul berasal dari
kata ta'aqqala yang berarti
takallafa ol-oql, yaitu membebani
akal ( a I - R a z i, I 9 8 7 : 4 8 8 ) ,
maksudnya hukum yan g
memberikan kemungkinan kepada
akal untuk memikirkan illat
maupun ketentuan hukumnya.
Keterbukaan hukum yang
bersifat to'aqqul untuk dipikirkan
oleh akal, tidak lain adalah untuk
memberikan kemungkinan bagi
manusia untuk memetik
kemaslahatan dari hukum-hukum
Allah. Hal ini sesuai dengan tujuan
hukum itu sendiri, yakni
memberikan kemaslahatan
sebanyak-banyaknya dan
menghindarkan kemudharatan
sekecil mungkin.
Adapun hukum yang bersifat
ta'aqqul ini menyangkut persoalan
adat (mu'amalat) dan hanya
sedikit mengandung ta'cbbud,
yaitu hukum yang ditetapkan
unnrk menyusun dan mengatur
hubungan perorangan dan
hubungan masyarakat, atau untuk
mewujudkan kemaslahatan
hamba di dunia. Hukum ini dapat
dipahami maknanya dan selalu
diperhatikan uruf-uruf d,an
kemaslahatannnya, sena dapat
berubah menurut perubahan
masa, tempat dan situasi. Oleh
karena itu hukum ini kebanyakan
bersifat keseluruhan (kullryot)
berupa kaedah-kaedah yang
umum dan disenai dengan illor-
nya (as-Shiddiqy, 7993:22),
seperti kawin, sebelum syariat
d a tang manusia sudah
melaksanakan perkawinan, maka
unsur ta'abbudnya adalah mesti
ada mahar, bagaimanapun adanya.
Berdasarkan batasan di atas
dapat dipahami bahwa bidang
adat (mu'amalat) ini pad a
hakekamya merupakan hukum
yang bersifat ta'aqqul, yakni akal
diberikan kesempatan untuk
megetahui illat dan menentukan
hukumnya demi mewujudkan
kemaslahatan bagi manusia.
Keterbukaan hukum cdat
(mu'amalat) iat, di samping karena
nash-nash yang mengatur masalah
ini diberikan dalam bentuk kully,
juga nash-nash tersebut disenai
dengan illat-nya yang jelas.
Sehingga akal dapat berfungsi
untuk me nge ta hu i dan
menennrkan hukumnya sendiri.
Akan tetapi yang lebih penting
bahwa dalam hukum ada r
(mu'amalat) ini, Allah swt. telah
memberikan hak pembebanan
hukumnya kepada hamba. Oleh
karena itu, menurut as-Syathibi,
dalam soal adat (mu'amalat),
karena maknanya sudah diketahui
oleh akal, maka syari'at datang
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hanya sebagai pelengkap
(mutammimat).
Kedatangan syari'at sebagai
pelengkap dalam soal adat(muamalat) ini, selain
memberikan pengetahuan secara
rinci tentang kemaslahatan
manusia, juga sekaligus memberi
nilai ta'abbu d pada adat
(mu'amalat). Sehingga setiap
muamalah tidak bersifat duniawi
semata, walaupun nilai ta'aqqul
padanya tetap dominan. Nilai
ta'abbud yang terdapat dalam
mu'amalah, meskipun hanya
sedikit dan tidak dominan, harus
dipatuhi oleh manusia,
sebagaimana mereka mematuhi
a'abbud yang ada sepenuhnya
dalam ibadat. Dalam hal ini,
syari'at bermaksud mewujudkan
kemaslahatan yang kadang tidak
dipahami oleh manusia, karena
itu, akal harus membenarkan dan
menerimanya dengan senang,
meskipun tidak dapat
dipahaminya. Contoh, iddah bagi
wanita yang ditalak suaminya.
Meskipun iddah ini merupakan
hak mantan suami, pemegang hak
tersebut tidak dapat
menggugurkan haknya atau
mengalihkannya kepada lelaki lain
untuk mengawini mantan istrinya
dalam keadaan iddah.
Ringkasnya, dalam hukum
tentang cdct (muamalat) terdapat
hak Allah yang bersifat ta'abbud
yang harus dipatuhi sebagai
ketaatan kepada-Nya. Unsur
ta'abbud ini diberikan oleh syari'at
yanS datang sebagai
mutammimah, dan dengan unsur
tersebut muamalah turut bernilai
ibadah kepada Allah, dan
karenanya pula manusia akan
memperoleh pahala dari setiap
mu'amalah yang dilakukannya.
(Hamka Haq. 2000: 141-143)
D. Penutup
Dari uraian diatas dapat ditarik
beberapa kesimpulan:
1. Dilihat dari segi sifamya, hukum
itu ada dua yakni hukum yang
bersifat to'cbbud dan hukum
yangbenifat tahqqul
2. Suatu hukum bersifat ta'abbud,
i*a infi atau sebob
tidak dapat dikeuhui oleh akal,
dan ia merupakan hukum yang
pembebanan hukumnya
me rupakan hak Al lah.
Sebaliknya, suatu hukum dinilai
bersifat tahqqul, jika illot atau
sebab hukumnya dapat
dipikirkan oleh akal, dan ia
merupakan pembebanan
hukumnya merupakan hak
hamba-
3. Hukum dalam bidang ibadat
pada dasamya benifat a'abbud,
karena ketmtuan hukum dalam
ibadat ini merupakan hak Allal!
dan illat atau sebab hukumnya
juga tidak dikeuhui oleh akal
secara pasti. Oleh karena itu
syari'at datang sebagai
pembentuk dan pencipta hukum
(mubtadi dan mungri) .
4. Hukum dalam bidang
muamalah pada dasarnya
bersifat ta'aqqul, karena
ketentuan hu ku mny a
merupakan hak hamba. Hanya
saja jika terdapat ketentuan
syari'aurya, mala alal harus
tunduk kepada ketentuan
qrariht yang ada. Oleh karena itu
syari'at datang sebaga i
pelengkap untuk memberi
pengetahuan secara rinci
tentang maslahag dan sekaligus
sebagai pemberi nilai, at-n' abbud
Wdaadat(mu'analat).
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